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ABSTRACT 

 

Agrarian Reform is one part of nawacita point 5 which is a national priority 

agenda to improve social justice and people's welfare. According to Presidential 

Regulation Number 86 of 2018, Agrarian reform is implemented through two 

stages, namely Asset Reform and Access Reform. In addition, in this Presidential 

Regulation, the subject and object of Agrarian reform experienced an expansion. 

This research was conducted to design an inclusive Agrarian Reform that combines 

Family Hope Programs and diffable community as the subject and former land use 

rights of the business of PT Sumber Sari Petung in Sempu Village, Ngancar District, 

Kediri Regency with an area of ±9.49 hectares as its object. The design that will be 

used is a combination of asset reform with overall access reform by involving 

relevant stakeholders. 

This study aims to 1) know the main needs of subjects which are family 

hope programs and diffable community; 2) create an inclusive Agrarian Reform 

design to encourage economic independence of family hope programs and Diffable 

community; 3) describe stakeholder’s involvement and people’s participation in 

supporting this design; and 4) identify what constraints will occur in making this 

design. The method used in this study was a qualitative research method with a 

rationalistic approach. Observations, interviews, and document studies had been 

done by the researcher to obtain the data. 

The results of the study show that family hope programs and diffable 

community need to improve the quality of life through improving access to the 

economy, education, health, and social welfare. In addition, there are                            

52 unpublished plots of land in the area of ex-state land for use rights with the use 

of agricultural and non-agricultural land. The location of the land is separated in 

two hamlets and controlled by residents outside the village of Sempu. Access 

reform for family hope programs and those diffable communities is not optimal 

because of inter-agency policies that have not been integrated. 

The design of Inclusive Agrarian Reform is expected to become a 

breakthrough and new ideas in the settlement of conventional Agrarian Reform. 

This design includes the implementation of the Agrarian Reform from the granting 

of rights through the mechanism of land redistribution followed by access reform 

which involves the synergy of relevant stakeholders and identifying what obstacles 

will occur in their implementation. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Reforma Agraria adalah salah satu bagian dari Nawacita yang menjadi 

agenda prioritas nasional untuk meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan 

rakyat. Hal ini dituangkan dalam butir 5 dari Nawacita yaitu ”..... dengan 

mendorong Landreform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar”. 

Dalam rangka mewujudkan Nawacita tersebut, pemerintah mengeluarkan 

kebijakan reforma agraria yang diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden 

Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Perpres Nomor 86 Tahun 

2018). Pelaksanaan Reforma Agraria yang mengacu pada Perpres Nomor 86 

Tahun 2018 menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan dan kemandirian 

ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kantor Staf Presiden 2017, 14). 

Reforma Agraria menurut Perpres Nomor 86 Tahun 2018 adalah 

penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset disertai dengan 

penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Waryanta (2018) 

mendefinisikan Reforma Agraria menjadi 2 (dua) bagian, yaitu (1) Asset Reform 

yang dilakukan dengan memberikan tanah kepada masyarakat yang 

membutuhkan tanah atau dengan penguatan hak milik atas tanah yang dikuasai  

masyarakat; dan (2) Access Reform yang dilakukan dengan memberdayakan 

tanah sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup penerima 

asset reform tersebut misalkan dengan penyediaan akses infrastruktur 

pendukung, pembiayaan, pengolahan, produksi, pemasaran sampai dengan 

distribusinya. Winoto (2007, 777) mendefinisikan Reforma Agraria sebagai 

Landreform plus artinya Landreform yang berada di dalam mandat konstitusi, 

politik, dan undang-undang yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam 

penguasaan, pemilikan, penggunaan serta pemanfaatan tanah ditambah access 

reform atau secara singkat dirumuskan "Reforma Agraria = Land Reform + 

Access Reform". 
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 Reforma Agraria menurut Pasal 5 Perpres Nomor 86 Tahun 2018 

dilaksanakan melalui dua tahapan yaitu penataan aset dan penataan akses. 

Penataan aset adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang bertujuan untuk menciptakan suatu 

keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Penataan akses adalah 

pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain untuk 

mendukung penataan aset yang dilakukan kepada subjek Reforma Agraria yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang basisnya pemanfaatan tanah 

atau dengan kata lain pemberdayaan masyarakat. 

Pasal 6 Perpres Nomor 86 Tahun 2018 menjelaskan bahwa penataan aset 

terdiri atas redistribusi tanah dan legalisasi aset. Di dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Reforma Agraria 9 juta 

hektar (ha) dibagi menjadi 4,5 juta ha untuk legalisasi aset yang terdiri atas tanah 

transmigrasi yang belum bersertifikat 0,6 ha dan legalisasi aset 3,9 ha. 4,5 juta 

ha sisanya dialokasikan untuk redistribusi tanah yang terdiri atas 0,4 ha bekas 

Hak Guna Usaha (HGU), tanah terlantar, dan tanah negara lainnya serta 4,1 juta 

ha untuk pelepasan kawasan hutan. 

Terbitnya Perpres Nomor 86 Tahun 2018 muncul berbagai terobosan di 

dalam pelaksanaan redistribusi tanah diantaranya yaitu perluasan subjek dan 

objek redistribusi tanah. Sejalan dengan itu, perluasan objek sekarang ini bukan 

hanya tanah pertanian, tetapi juga tanah nonpertanian (Pasal 8). Selain itu, 

perluasan subjek redistribusi tanah sekarang ini tidak hanya berupa orang-

perseorangan, tetapi bisa juga kelompok masyarakat yang merupakan gabungan 

dari orang-perseorangan yang membentuk kelompok, berada dalam satu 

kawasan tersebut, dan yang memenuhi persyaratan untuk diberikan objek 

redistribusi tanah. Selain kedua subjek tersebut juga dimungkinkan badan 

hukum yang berupa koperasi, Perseroan Terbatas (PT), yayasan yang dibentuk 

oleh subjek Reforma Agraria tersebut di atas dan yang terakhir adalah Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes).  

Menurut data dari Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada rapat kerja nasional 
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tahun 2019, target untuk redistribusi tanah tahun 2018 adalah 352.906 bidang 

tanah dan sudah dilaksanakan dengan realisasi fisik sebanyak 283.2486 bidang 

tanah atau 80,26% dari keseluruhan targetnya. Pada tahun 2019, target tersebut 

meningkat 112,5% dari tahun 2018 menjadi 750.000 bidang tanah yang tersebar 

di 31 Provinsi. Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri mendapatkan target 

redistribusi tanah pada tahun 2018 sebesar 300 bidang tanah dan meningkat dua 

kali lipat menjadi 600 bidang tanah pada tahun 2019 yang kesemuanya 

merupakan bekas HGU.  

Sejalan dengan meningkatnya target redistribusi tanah setiap tahun di 

Indonesia, maka diperlukan terobosan atau model baru guna mempercepat dan 

mendukung pelaksanaan redistribusi tanah ini. Salah satu caranya yaitu melalui 

Reforma Agraria dengan model redistribusi tanah inklusif untuk program 

keluarga harapan dan kaum difabel. Menurut Pasal 1 butir (1) Peraturan Menteri 

Sosial Nomor 1 Tahun 2018 (Permensos Nomor 1 Tahun 2018) Program 

Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial 

bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar 

dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data 

dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM) PKH. Sedangkan, Difabel adalah suatu kemampuan yang 

berbeda untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas 

yang dipandang normal bagi seorang manusia (Bascha 2015). Inklusif sendiri 

adalah cara pendekatan untuk membangun serta mengembangkan kondisi 

lingkungan yang terbuka, ramah tanpa melihat perbedaan latar belakang, 

karakteristik, kemampuan, status ekonomi, kondisi, budaya, dan lainnya      

(Rafik 2012). Jadi, desain Reforma Agraria ini adalah program redistribusi tanah 

yang melibatkan program keluarga harapan dan difabel sebagai subjek penerima 

redistribusi tanah tanpa membeda-bedakan latar belakang, kemampuan, kondisi 

fisik, ekonomi, sosial, dan budayanya. 

Desain Reforma Agraria Inklusif bisa dilihat dari 4 (empat) aspek, yaitu       

(1) objek Reforma Agraria disertai dengan pemberian sertipikat hak milik 

perorangan atau hak kepemilikan bersama; (2) penggunaan tanahnya yang 
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variatif dengan pertanian atau nonpertanian sesuai petunjuk Pasal 8 Perpres 

Nomor 86 Tahun 2018; (3) subjek Reforma Agrarianya untuk PKH dan kaum 

difabel; dan (4) Kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai subjek Reforma 

Agraria. Keempat aspek di atas diharapkan dapat mendorong dan memotivasi 

para penerima objek Reforma Agraria ini agar dapat meningkatkan taraf 

kehidupannya. 

Desain ini digunakan sebagai alternatif dalam pelaksanaan Reforma 

Agraria diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan 

masyarakat demi keberhasilan program itu sendiri. Sejalan dengan itu, penataan 

aset dan penataan akses sebagai embrio dalam desain Reforma Agraria ini juga 

harus mengutamakan prinsip keadilan, keberlanjutan, sinergi, pemberdayaan, 

serta kesetaraan hak berdasarkan gender (Kantor Staf Presiden 2017, 16).  

Embrio yang dapat dijadikan model penataan aset seperti di Desa Sempu, 

Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri adalah ±9,49 ha tanah negara bekas 

perkebunan. Tanah negara tersebut merupakan Hak Guna Usaha Nomor 1/ Desa 

Sempu yang dilepaskan oleh PT Sumber Sari Petung pada tahun 2011. Luas 

tersebut terdiri atas 52 bidang tanah yang terpisah lokasinya di Dusun Sempu 

dan Dusun Ringinsari, tetapi masih di dalam Desa Sempu. Tanah inilah yang 

nantinya akan digunakan untuk rancangan desain Reforma Agraria inklusif. 

Embrio yang dapat dijadikan untuk penataan akses mengacu pada       

Pasal 15 Perpres Nomor 86 Tahun 2018 yaitu dilaksanakan dengan berbasis 

klaster yang bertujuan untuk meningkatkan skala ekonomi, nilai tambah, serta 

mendorong inovasi kewirausahaan subjek Reforma Agraria. Peluang besar yang 

ada di dalam penataan akses dimulai dari pemberian keterampilan, 

pendampingan usaha, fasilitasi akses permodalan, dan pemasaran. Hal ini sudah 

dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui PKH. 

PKH merupakan program prioritas nasional yang oleh Bank Dunia 

dinilai sebagai program dengan biaya paling efektif untuk mengurangi 

kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin. Selain itu, 

program ini memiliki tingkat efektivitas paling tinggi terhadap penurunan angka 
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kemiskinan. Tujuan PKH menurut Pasal 2 Permensos Nomor 1 Tahun 2018 ada 

3 (tiga), yaitu: 

1. meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, 

dan kesejahteraan sosial; 

2. mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan pendapatan keluarga 

miskin dan rentan; dan 

3. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. 

PKH perannya semakin diperkuat dengan Nawacita ketiga yang isinya 

adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah 

dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Selain itu, Nawacita kelima yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui peningkatan 

kualitas pendidikan dengan program "Indonesia Pintar", peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja", dan pelatihan 

kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Sejahtera". Kedua pokok 

Nawacita ini yang membuat PKH menjadi salah satu prioritas pembangunan 

nasional di Indonesia. 

Misi besar PKH dalam menurunkan kemiskinan terlihat nyata mengingat 

jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2017 terjadi penurunan 

kemiskinan dari 10,64% pada bulan Maret 2017 menjadi 10,12% pada bulan 

September 2017 dari total penduduk atau 27.771.220 jiwa penduduk pada bulan 

Maret menjadi 26.582.990 jiwa penduduk pada bulan September. Total 

penurunan penduduk miskin sebanyak 1.188.230 jiwa penduduk atau sebesar 

0,58% (Badan Pusat Statistik Indonesia 2017).  

Sasaran atau subjek sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan 

yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. PKH ini 

memiliki 3 komponen meliputi (1) komponen kesehatan dengan kriteria ibu 

hamil/menyusui, anak berusia nol s.d. enam tahun; (2) komponen pendidikan 

dengan kriteria anak Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat, anak 

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat, anak Sekolah 

Menengah Atas/Madrasah Aliyah atau sederajat dan anak usia enam sampai 21 

tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun; dan (3) komponen 
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kesejahteran sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari usia 60 

(enam puluh) tahun dan penyandang disabilitas  diutamakan penyandang 

disabilitas berat.  

Menurut data dari Kementerian Sosial pada tahun 2017 jumlah KPM 

PKH sebanyak 6.228.810 KPM, meningkat pada tahun 2018 menjadi 10.000.232 

KPM. Di Kabupaten Kediri, pada tahun 2017 jumlah KPM PKH sebanyak 

44.791 KPM, meningkat menjadi 46.787 KPM pada tahun 2018 dan 78.072 

KPM pada tahun 2019. PKH merupakan embrio dalam pelaksanaan penataan 

akses dalam Reforma Agraria yang perlu adanya penataan aset di dalamnya. 

Selain PKH, subjek Reforma Agraria dalam desain ini adalah difabel atau 

kemampuan yang berbeda untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau 

dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia (Bascha 2015). 

Kepentingan ego sektoral masing-masing kementerian/lembaga 

membuat kerjasama lintas sektoral tidak menyatu atau saling tumpang tindih. 

Selain itu, tidak adanya upaya yang serius untuk mengakomodasi kepentingan 

yang berbeda-beda antar kementerian/lembaga tersebut menjadikan Reforma 

Agraria yang sudah dilaksanakan sejauh ini belum berhasil secara maksimal 

(Rachman 2012, 104). Di lain pihak perlu dipikirkan secara matang agar 

pelaksanaan Reforma Agraria itu mampu mewujudkan kemandirian ekonomi 

masyarakat tanpa terjebak pada pertarungan ekonomi besar sehingga sendi-sendi 

kehidupan sosial ekonomi yang telah berjalan sampai saat ini tidak mengalami 

perubahan yang merugikan bagi bangsa Indonesia sendiri (Waryanta 2018, 181).  

Dewasa ini krisis yang sering dihadapi oleh masyarakat perdesaan adalah 

krisis perdesaan yaitu krisis yang ditandai dengan penurunan kapasitas sistem 

sosial-ekonomi dan ekologi perdesaan untuk menyediakan kebutuhan pangan, 

air, energi, sumber nafkah, dan perlindungan sosial bagi warganya                    

(Shohibbudin 2016, 4). Sejalan dengan itu, pengalaman Reforma Agraria yang 

hanya melalui redistribusi tanah ternyata banyak yang kurang berhasil. Contoh 

riil yang ada adalah buruh tani yang tidak mampu mengusahakan tanahnya 

sendiri secara maksimal karena kurangnya pengalaman, keterampilan, modal, 

dan sebagainya (Wiradi 2009, 94).  
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Potensi penataan aset dan penataan akses yang ada di Desa Sempu, 

Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri dapat membuka jalan untuk melakukan 

desain Reforma Agraria sejati yang artinya dapat mereformasi berbagai bentuk 

ketimpangan yang berlangsung di dalamnya serta memastikan berbagai 

keuntungan ekonomi dan politik yang dihasilkan dari pelaksanaannya 

teredistribusi seluas mungkin di antara anggota masyarakat maupun antar 

generasi (Shohibbudin 2018, 47). Sejalan dengan itu, Reforma Agraria harus 

benar-benar bisa mendistribusi (1) kepemilikan tanah; (2) memberikan peluang 

pemanfaatan tanah, sumber daya alam dan wilayahnya; serta (3) meningkatkan 

produktivitas di kawasan desa tersebut (Lipton 2009, 328).  

Berangkat dari uraian di atas, maka peneliti akan menggabungkan antara 

lain penataan aset sekaligus penataan akses dalam pelaksanaan Reforma Agraria 

inklusif yang meliputi redistribusi tanah negara bekas HGU PT Sumber Sari 

Petung sebagai objek penataan asetnya serta PKH dan kaum difabel sebagai 

subjek penataan aksesnya. Hal ini diharapkan sebagai momentum yang tepat 

untuk membangkitkan partisipasi masyarakat, PKH, dan kaum difabel dalam 

meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraannya. Penelitian ini sifatnya 

rancangan yang belum dilaksanakan dengan memanfaatkan peluang yang ada di 

dalam peraturan perundang-undangan dan menggabungkan kedua embrio di atas 

dengan membuat rancangan mengenai "Desain Reforma Agraria Inklusif untuk 

Program Keluarga Harapan dan Kaum Difabel di Desa Sempu, Kecamatan 

Ngancar, Kabupaten Kediri". 

 

B. Rumusan Masalah 

Persoalan yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah 

Reforma Agraria yang telah dilaksanakan di Indonesia selama ini sifatnya 

konvensional dan dirasa perlu adanya terobosan baru apalagi diperkuat dengan 

terbitnya Perpres Nomor 86 Tahun 2018. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan 

sebagai pintu masuk dalam pelaksanaan Reforma Agraria sejati. Oleh karena itu, 

peneliti memunculkan gagasan dengan membuat desain Reforma Agraria 
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inklusif untuk program keluarga harapan dan kaum difabel di Desa Sempu, 

Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. 

Peneliti membagi menjadi 4 (empat) pertanyaan kunci untuk 

mempermudah di dalam menjelaskan persoalan yang menjadi pokok kajian 

penelitian ini, yaitu: 

1. Apa yang menjadi kebutuhan utama dalam membuat rancangan desain 

Reforma Agraria inklusif untuk program keluarga harapan dan kaum difabel 

di Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri? 

2. Bagaimana desain yang sesuai demi mewujudkan Reforma Agraria inklusif 

yang dapat mendorong kemandirian ekonomi untuk program keluarga 

harapan dan kaum difabel di Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten 

Kediri? 

3. Bagaimana bentuk keterlibatan stakeholder dan partisipasi masyarakat             

di dalam mendukung keberhasilan desain ini? 

4. Apa saja kendala yang akan dihadapi dalam pembuatan desain Reforma 

Agraria ini? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1) Penelitian ini bertujuan untuk 

a. Mengetahui kebutuhan utama dalam rancangan desain Reforma Agraria 

inklusif untuk program keluarga harapan dan kaum difabel di Desa Sempu, 

Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri; 

b. Membuat desain yang sesuai untuk mewujudkan Reforma Agraria inklusif 

yang dapat mendorong kemandirian ekonomi di Desa Sempu, Kecamatan 

Ngancar, Kabupaten Kediri; 

c. Mengetahui serta menggambarkan peluang keterlibatan stakeholder dan 

masyarakat untuk mendukung desain Reforma Agraria inklusif di Desa 

Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri; dan 

d. Mengetahui dan menjelaskan kendala yang akan dihadapi dalam 

pembuatan desain Reforma Agraria inklusif di Desa Sempu, Kecamatan 

Ngancar, Kabupaten Kediri. 
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2) Penelitian ini mempunyai kegunaan antara lain 

a. Kegunaan akademis 

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khasanah pengetahuan tentang desain Reforma Agraria khususnya untuk 

program keluarga harapan dan kaum difabel. 

b. Kegunaan sosial  

Secara sosial hasil penelitian ini menjadi gambaran kenyataan di lapangan 

mengenai problem yang dihadapi oleh program keluarga harapan dan 

kaum difabel serta bagaimana cara menyelesaikan problem tersebut 

melalui Reforma Agraria. 

c. Kegunaan praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi 

sekaligus referensi bagi pemerintah pusat, provinsi maupun 

kabupaten/kota dalam pengambilan kebijakan serta pelaksanaan kegiatan 

Reforma Agraria untuk program keluarga harapan dan kaum difabel. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Desain Reforma Agraria inklusif ini diharapkan menjadi terobosan dan 

gagasan baru dalam penyelesaian Reforma Agraria yang konvensional. 

Desain ini mencakup penyelenggaraan Reforma Agraria mulai dari 

pemberian hak melalui mekanisme redistribusi tanah dilanjutkan dengan 

penataan akses yang melibatkan sinergi stakeholder terkait dan 

mengidentifikasi kendala apa saja yang akan terjadi dalam pelaksanaannya. 

2. Kebutuhan utama yang diperlukan KPM PKH dan kaum difabel adalah 

bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin agar lebih 

terarah, sejahtera, dan berkelanjutan melalui perbaikan akses ekonomi, 

pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial. Caranya dengan 

memberikan hak sekaligus kewajiban PKH dan kaum Difabel melalui 

bantuan sosial, bantuan komplementer, serta Pertemuan Peningkatan 

Kemampuan Keluarga (P2K2). 

3. Desain Reforma Agraria inklusif ini berdasarkan potensi desa, sinergi 

stakeholder, serta musyawarah perencanaan dan pembangunan desa. Desain 

tersebut dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu (1) desain kepemilikan meliputi hak 

milik perorangan dan hak kepemilikan bersama; (2) desain penggunaan tanah 

meliputi pertanian dan nonpertanian; serta (3) desain kelembagaan yang 

meliputi instansi terkait, yaitu Kantor Pertanahan, Dinas Sosial, Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pertanian dan Perkebunan, lembaga 

keuangan (Perbankan dan Koperasi Sri Jaya) di Kabupaten Kediri. 

4. Bentuk keterlibatan stakeholder dan partisipasi masyarakat mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pasca-pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. 

Stakeholder yang terkait mulai dari Kantor Pertanahan, Dinas Sosial, Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kantor Desa 

Ngancar, Lembaga Keuangan, serta masyarakat pada umumnya dengan PKH 

dan Difabel pada khususnya. 
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5. Kendala yang dihadapi ada 3 (tiga), yaitu (1) tanah objek Reforma Agraria 

berjumlah 52 bidang lokasinya terpisah di dua dusun dan dikuasai oleh 

penduduk di luar Desa Sempu; (2) subjek PKH dan Difabel untuk memulai 

konsep baru sedikit susah dan memerlukan waktu yang relatif lama; serta      

(3) Kurangnya Corporate Social Responsibility (CSR) dari wisata Kampoeng 

Anggrek dan Kampung Indian untuk Desa Sempu. 

 

B. Saran 

1. Pelaksanaan desain Reforma Agraria inklusif ini harus didukung dengan 

semua stakeholder terkait serta arah kebijakan pemerintah yang bersifat top-

down harus sinkron dengan kemauan dari masyarakat, PKH, dan difabel 

melalui desa yang bersifat bottom up. 

2. Program ini membutuhkan keterbukaan dan sinergi antar stakeholder terkait 

pelaksanaan program yang sudah dilaksanakan sekaligus apa yang akan 

dilaksanakan. Tujuannya agar kebijakan program yang dilaksanakan antara 

stakeholder terkait dapat berjalan terarah, berkelanjutan, dan tidak saling 

tumpang tindih peran di dalamnya.  

3. Meningkatkan Corporate Social Responsibility (CSR) dari wisata Kampoeng 

Anggrek dan Kampung Indian untuk Desa Sempu. 
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